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Menimbang : a.

Mengingat 1.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO. 42O128O5.a/xtr/2O15

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB}
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MAKIR DI DESA

MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN
KABUPATEN BELU

b.

c.

d,

BUPATI BELU

bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat Kepada pemerintah kabupaten
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Und.ang nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah antara lain
Kewenangan di bidang pendidikan;
bahwa untuk tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan
dasar dan menengah yang berkualitas dan relevan maka
perlu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk
persiapan sistim pembelajaran SMA berkualitas;
bahwa penyedian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah diperlukan dalam pengembang€Ln
kelembagaan maka akselerasi pembangunan pendidikan
dasar da:n menengah dapat dilakukan di daerah perbatasan,
tertinggal dan bencana berupa pendirian Sekolah Menengah
Atas Negeri Makir, di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen,
Kabupaten Belu mulai tahun 2OL6;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada point,a, b, c, dan d
diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Belu;

Undang Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambatran Lernbaran
Negara Nomor L649;
Undang -: Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

2.
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&: 2. Undang . Uldang Nomor 69 Tahun l?Sg tentangpembentukan naerih-Daerah ti"gt"t'il, dalam wilayahdaerah-daerah -Tingkat I BaIi, NrJ" r"rrgg*" Baraf danNusa TenggaraTimur ( Lembaran *;u*""ilepublik Indonesiatahun rgsg, Nomor r22, tamuafian Lmb"r"., NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);3' undang-undang ,o*or -- 
zo r"irrn 2oo3 tentang sistemPendidikan' NasioryLl (Lelbarah NLg* 

.Indonesia 
Tahun2oo3' Nomor Tg ?ambahan **#; Negara RepubrikIndonesia.Nomor a3Olh4. undang-undang lvomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor r25,Tambahan Lembaran-Negara Repubrik lndonesia Nomor443n, sebagaimana tehf, beberipa ili Diubah terakhirdengan undang - undang nomor tz rahun 200g tentangPemerintah p19r"r, [-em6'aran Negara- Repuurik Indonesiatahun 2oog Nomor s9, tambaf,an i-rmuaran NegaraRepublik Indonesia womor agag;5' Peraturan pemerintah Nomor 2z Tahun r99o tentangpendidikan pra sekolah (Lembaran 

- 
N"g"r. RepublikIndonesia Nomor 35 Tambrrr"n r,.*i*"n Negara Nomor3a 1 1); 

n_ 
-- -vr'rvqqr

6' Peraturan pemerintah nomor 2g Tahun lggo tentgngPendidikan dasar (Lembaran Negara i"p"Lrit Nomor g4t2)sebagaimana terah diubah denEan p.i"t rr"r, pemerin.tahNomor 55 Tahun lggg tentang p.rraiait*D."", (LembaranNegara Repubrik Indonesia NJmor g0 i;bahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor rr6i), '^"
7. Peraturan pemerintah fVo*o, 29 Tahunpendidikan p"g", fr,.*u"rL Negara n.puuit?r?"::XH:Tahun 1990 No.mbr sr, ramoirran---#iro"."r, Negara^ Republik Indonesia lVomor l4l};8. Peraturan pemerintah---rvi*o, 19 Tahun 200s tentangstandar Nasional pendidikan (Lemb"r"r, w.g"." RepubrikIndonesia Tahun 19go Nomor +t, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia No*o. rirbJ;--"*9' Peraturan pemerint"r, Nr*"i +z t trr'ioos tentang wajibBelajar (Lembaran Negara.Republik maorrsia Tahun 2oogNomor 9o, Tambahan Lmbaran Negara Republik IndonesiaNomor ag53);

1o' Peraturan pemerintah Nomor tr Tahun 2010 tentangpengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

13.

11.

L2.

t4.

15.

L7.

18.

1.

2.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 060IU /2OO2 Tanggal 26 April Tahun 2OO2 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun
2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
2006 tenh.ng Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
2OO7 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 16 Tahun
2OOT tentang Standar Kualilikasi Akademik dan Kompetensi
Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun
2OOT tentang Standar Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2OO7 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2AOT tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OOT tentang Standar Proses;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2OO7 tentang Standar Proses;

Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor :

2OLB lC.C3lTU l2O 1 1 Tanggal25 Juli 2O 1 L Perihal Edaran;
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun
2010-2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri
Makir, di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten
Belu;
Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Operasional lainnya
dimulai pada Tahun Pelqjaran 2015 / 2OL6.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Belu dan Sumber-sumber pembiayaan lainya
yang sah sesuai dengan ketentuan yang barlaku;

Tahun
Dasar

Tahun

t6.

t9.
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Keputusan ini mulai berlaku pada
dengan ketentuan akan ditinjau
dikemudian hari ternyata terdapat
penetapannya.

tanggal ditetapkan
kembali apabila

kekeliruan dalam

: Atambua
: 17 Desember 2015

TEMBUSAN:
1' Menteri Pendidikan Dasar-dan Menegah Republik Indonesia di Jakarta;2' Dirjen re$rdjfan Menegah Depdikbird Republik Indonesia di Jakarta;3' Direktur Pembinaan SMA oepdikbua nepublik tnaonesia al.l"t ..t";4. Gubernur Nuy Tenggara Timur di Kupang;5' Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Nusa Tenggara Timur diKupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Badan ppKAD Kabupaten Belu;8. Camat Lamaknen di Weluhj9. Kepala Desa Makir di Makir;
1O. Arsip.

Ditetapkan di
Tanggal
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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO. 42Ol28O4.alXIIl2Ot5

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MAKIR DI DESA

MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN,
KABUPATEN BELU

b.

c.

d.

BUPATI BELU,

bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten
sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang nomor 32
Talrun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah antara lain
Kewenangan dibidang pendidikan;
bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/
penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menegah
Pertama, khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan
Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan
pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka
Partisipasi Kasar (APK) serta menurunnya Angka Putus
sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB)
Sekolah Menengah Atas Negeri Makir di Desa Makir,
Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pad.a huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan
keputusan Bupati Belu;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik
Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor L6a9l;
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4.

5.

6.

9.

10

8.

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentahg
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 6O, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 383)94"

Perimbanlan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Nbgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2848;
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 20O3 tentang Sistim
pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 78);
Peratrrran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OOO tentang
Kewenangan Pemerintah dari Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonomi;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4a961;
Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten I Kota;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2OLO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2O1O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonbsia Nomor
5105);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2OL2 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

Surat Permohonan Ijin.Operasional Pendirian Unit Sekolah
Baru (USB) SMA Negeri Makir Nomor:
o 1 / PAN / SMAN.MKR I X I 2OLa ;

Memperhatikan : L.
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan Ijin Pendirian sekolah Menengah Atas Negeri
Makir, di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, KabupaLn
BeIu;
Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan operasional lainnya
dimulai Tahun Pelajaran 2OlS / 2016;
9_egala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Belu dan Sumber-sumber pembiayaan lainya
yang sah sesuai dengan ketentuan yang barlaku;
Keputusan ini mulai beralaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian
hari ternyata terCapat kekeliruan dalam penetapannya.

: Atambua.
: 17 Desember 2Ol5

TEMBUSAN:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Republik Indonesia di Jakarta;2. Dirjen Pendidikan Menengah Depdikbud Repubtik Indonesia di Jakarta;3. Direkhrr Pembinaan SMA Depdikbud Republik Indonesia di Jakarta;4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di

Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Belu;
8. Camat Lamaknen di Weluli;
9. Kepala Desa Makir di Makir;
10. Arsip.

Ditetapkan di


